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TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadop badan peradilan
maks perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan
publik berdasarkan Undang — Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Bahwa berdasarkan Undang — Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, maka tigp - tinp Lembapa Negara yang menyelenggarakan Pelayanan
Publik Wajib menyusun Standar Pelayanan Publik:

Behwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan  pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang
diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang, berdasarkan peraturan
perundang — undangan dan prinsip — prinsip pelayanan publik;

Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan schaik — baiknya, maka
Pengadilan Negeri Pandeplang perlu menyusun Standar Pelayanan Peradilan,
yang dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan
yang baik bagi pencari keadilan dan masyarakat Kabupaten Pandeglanp,

Undang -~ Undang Republik Indonesia Nomor 14 whun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang — Undang Republik Indonesia Nomar 25 whun 2009 tentang Pelayanan
Publik:

Undang ~ Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 9 tshun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung

D3VKMA/SKAV/2006 tentang Pemberlakuan Buky [ Pedoman Pelaksanaay
Tugas dan Administrus; Pengadilan;



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

7. Surat Keputusan Kewn Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
076/KMA/SK/VI2000 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan
Lambaga Peradilan;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
026/KMA/SK/1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGER] PANDEGLANG
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA FENGADILAN
NEGER] PANDEGLANG;

Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Pandeglang diawr dalam
lampiran surat keputusan inj, sebagai dasar bagi tiop —~ tip bidang / urusan pada
Pengadilan Negeri Pandeglang, dalam memberikan pelayanan kepada publik pencari
keadilan dan masyarakat Kabupaten Pandeglang;

Hal = hal yang belum diatur dalam lampiran surat keputusan inj akan ditetapkan lebih
lanjut sesuai dengan kebutuhan;

Pada sast surat keputusan inj mulai berlaku maka, keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Pandeglang Nomor ETH’{PN,WE'LUIIKP4.1-3H!2E+24 tanggal 24 Januari 2024,
tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Pandeglang dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi;

Surat keputusan ini mulai berlaky sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang
MNomor Ay ! KPN.W29.U2/KP4.1.3172025
Tangpal : .ﬂ Januari 2025

I. STANDAR PELAYANAN UMUM
A. Pelayanan Persidangan

1.

2.

B. Bia
1.

2

Persidangan di Pengadilan Negeri Pandeglang dimulai pada jam 09:00 WIB selinp hari
kerja (Senin sampai dengan Jumat},
Dalam hal sidang tertunda pelaksanaannya, maka Pengadilan Negeri Pandeglang akan
memberikan informasi mengenai alasan penundaan dan jadwal sidang berikutnya kepoda
para pencari keadilan maupun masyarakat umum melalu monitor jadwal persidangan dan
meja informasi (desk information).

- Pemanpgilan para pihak dilakukan dengan cara pemanggilan para pihak oleh petupas

Pengadilan Negeri Pandeglang, agar masuk ke ruang sidang yang telah ditentukan untuk
pemeriksaan perkorn,

Pengadilan Negeri Pandeglang mengumumkan jadwal sidang kepada masysrakar pada
monitor jadwal persidangan yang terletak pada ruang tunggu pengadilan yang mudah
dilihat masyarakat, serta pada media elektronik resmi Pengadilan Negeri Pandeglang.
Pengadilan Negeri Pandeglang menyediakan juru bahasa dan { atau penejemah untuk
membantu pencari keadilan yang tidak memohami bahasa Indonesia stay memiliki
kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan
tersebut, pencari keadilan dapat mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada
Ketun Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai, atau dapat mengajukannya secara
lisan dihadapan Majelis Hakim.

Pengadilan MNegeri Pandeglang memutus dan  termasuk melokukan  pemberkasan
{minutasi) perkarn dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan terhitung sejak perkam
didafiarkan,

Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari Pengadilan Negeri
Pandeglang mengenai perkembangan terakhir dari permohonan atay perkaranya melalui
mejn  informasi  {desk information), website Pengadilan  Negeri Pandeplang
hnp:#ww.pn-pnnd:glang.gn.id atow situs  Sistem  Informasi Penelusuran  Perkara
hitp://sipp.pn-pandeglang,go.id.

Pengadilan Negeri Pandeglang menyediakan nomar layanan Komunikasi dan Informasi
Masyarakat (SIKAT), yaitu nomor layanan khusus yang disediakan untuk kebutuhan
pengiriman pesan (messaging), percakapan (chalting) maupun panggilan (calling), guna
penyampaian informasi perkara dan persidangan maupun sarana komunikasi antara
Aparatur Pengadilan dengan masyarakat, termasuk namun tidak terbatas pada pengiriman
dan penerimaan dokumen administrasi perkara dan persidangan,

ya Perkary

Masyarakat tidak dikenai biaya uniuk mendapatkan layanan pengaditan pada perkara
pidana di Pengadilan Negeri Pandeglang,

Besamya panjar bisya perkara perdala ditetapkan melalui surat keputusan Kerua
Pengadilan Negeri Pgndcgrang, masyarakat dikenakan bisya untuk proses perkara

tidak tertera dalam SKUM.

Pegawai Pengadilan Negeri Pandeglang tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya
perkara langsung dari pihak yang berperkara (SEMA Nomor 4 tahun 2008),

Pencatuan besar kecilnya panjar biaya perkara perdata didasarkan pada banyaknya
Jjumlah para pihak yang berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh ketempat para pihak
yang dipanggil, kecuali ditentukan lain berdasarkan surat keputusan Keua Pengadilan
Negeri Pandeglang, serta biaya administrasi yang ipertanggungiawabkan dalam putusan.
Pengadilan Negeri Fandeglang skan meminta penambahan biaya perkara dalam hal
panjar yang telah dibayarkan telah ridok mencukupi dan pembayaran langsung melalui
rekening BRI sebagaimana yang disehut di atas,

Pengadilan Negeri Pandeglang melalui Kepaniteraan Perdata wajib memberitahukan dan
m_engcmhu!i_k_m kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses be



7. Pengadilan Megeri Pandeglang menctapkan biaya pqnciu.lhrnn_upnjr;_; hukum ‘humlmg
dalam SKUM yang terdiri dari biaya pencatatan pemyataan banding, biaya banding yang
telah ditetapkan oleh pemerintah, biaya pengiriman uang melalui bank stay iu!mm' pos,
dan ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan berkasa pekara kepada para pihak,

8. Penyelenggaraan Layanan Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya huln:tuf:
kasasi ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya pencatatan pemyatann kosasi,
biaya kasasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, biaya pengiriman uang melalui bank,
dan ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan kepada para pihak, . .

9. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkemah Agung Republik Indonesia harus dikirim
oleh pemegang kas melalui Bank Syarigh Indonesia (BSI) dengan kode Bank 451, nomor
rekening 1791791750 dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkarn yang
bersangkutan,

10. Pengadilan Negeri Pandeglang akan menetopkan biaya pendafiaran upaya hukum
peninjauan kembali berdasarkan biaya peninjuuan kembali yang telah ditetapkan oleh
pemerintah,

C. Pos Banuan Hukum (Posbakum)
l. Dasar hukum :
8. Perma nomor 1 thun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
b. Surat Keputusan Direktur  Jendera] Badan  Peradilan  Umum  nomor
SUDIV/SK/MEK.006/572014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Agung nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
2. Pengadilan Negeri Pandeglang menyediokan layanan banan hukum melalui Pos
Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat / pihak — pihak yang tidak mampu, yang
tersedia di lantai salu Gedung Pengadilan Negeri Pandeglang,

maupun perkara perdata,
b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan,

4. Petugas pemberi layanan dj Posbokum PN, Pandeglang adalah advokat dan sarjana
hukum yang dilakukan melalyj kerjasama kelembagaan,

3. Kewajiban kerjnsama kelembagaan dengan pemberi layanan Posbakum PN, Pandeglang
sebagaimana dimaksud di aips dilakukan PN, Pandeglang dengan lembaga berupa
lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan / atau unit kerja advoknsi hukum
pada organisasi profesi advokat dan / atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum
peTguruan tinpgi,

6. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara
Secara prodeo (cuma — cuma) dengan mencantumkan alasan — alasannya kepada Ketua
Pengadilun Negeri Pandeplang, dengan melampirkan ;

8. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah / Kepala Desa selempal.

b. Surat Keteringan Tunjangan Sosial lainnya seperti Karty Keluarga Miskin atay Kariy
Jaminan Keschatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Karty Program Keluarga Harapan
(PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT),

¢ Sunl pemyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan
hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang.

D. Pelayanan Pengaduan
I. Dasar hukum :

2, Pengadilan Negeri Pandeglang menyediakan mejs pengaduan yang terletak di PTSP
Pengadilan Negeri Pandeglang, untuk menerima pengaduan dari masyarakat atay pencari
keadilan mengenai penyelenggaraan peradilan, termasuk pelayanan publik dan / alau
perilaku aparat pengadilan,

3. Mcja pengaduan tidak menerima pengaduan yang lerkait dengan isi dori putusan alay
tentang substansi perkara, dan pengaduan tentang fakta atay peristiwa yang terjadi lebih
dari 2 (dua) whun sebelym pengaduan diterima, Khusus untuk pengaduan lentang



4. Masyarakal dapat menyampaiken pengeduan melalui meja  pengaduan, urﬂpsstef
Pengadilan MNegeri Pandeglang hnp:a’hm'w,pn-pnndnglan_g.go.:d#p:ngadu}un, aplikasi
Siwas Mehkamah Agung, ¢ — mail PN, Pandeglang, mengirim surat melalui Kantor Pos,
telepon / faksimile kantor PN. Pandeglang, kotak pengaduan pada kantor PN. Pandeglang
dan apliknsi SPAN - LAPOR! Kementerian Pendsyagunaan Apamatur Negara dan
Reformasi Birokrasi. =

3. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor p:ug,ndum.
yang dapat digunaken oleh pelopor untuk mcndapall.:.u.n informasi mengenai  stotus
pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan
memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor
ug:n.dl - - L -

6. Pengadilan Negeri Pandeglang wajib menyampaikan informasi  mengenai Status
pengoduan kepada pelapor dalam waktu selambat — lambatnya 10 (sepuluh) hari kﬂr]l?
sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informas!
mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui
pos, maka jangka wakw 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejok tanggal pemberitahuan
telah diterimanya surat pengaduan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang, maka Pengadilan
Negeri Pandeglang wajib memeriksa dan memberitahukan status penpaduan Itcp:%dl:
pelaper selambat — lambatnya dalam wakty 99 (sembilan puluh) hari keda sejak
pengaduan di dafler di agendn pengaduan Pengadilan Negeri Pandeglang. Dalam hal
pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam Jjangka waktu tersebut, maka Pengadilan
Negeri Pandeglang wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor
melalui surat.

E. Pelayanan Informasi

1. Dasar hukum :

8. Undanp — undang nomor 14 tahun 2008 lentang Keterbukaan Informasi Publik,

b. Surat Keputusan Keta Mahkamah Agung nomor 2 — 144/SK/VIIL2022 tentang
Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

2. Pengadilan Negeri Pandeglang menyediakan informasi melaluj website http//www.pn-
pandeplang.go.id, antara lain mengenai :

a. Hak - hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak
mendapatkan bantuan hukum, hak atas perkara cuma - cuma (prodeo), serta hak —
hak pokok dalam proses persidangan,

b. Tata cars pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai
Pengadilan Negeri Pandeglang,

¢. Hak - hak pelapor dugaan pelanggarun Hakim dan Pepawai PN, Pandeglang,

d. Tata cara memperaleh pelayanan informasi.

¢. Informasi lain yang berdasarkan SK nomor 2 — 144/SK/VIIL/2022 yang merupakan
Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

3. Pengadilan Neger Pandeglang menyediakan akses informasi lerhadap putusan secara
online atau melalui situs Pengadilan Negeri Pandeglang, dengan melakukan proses
pengaburan terhadap identitas pihak — pihak yang tercantum dalam putusan.

4. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas meja informasi,

5. Pengadilan Negeri Pandeglang memberikan Jjawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya
permohionan informasi selambat — lambatnya 6 (enam) hari kerja.

6. Pengadilan Negeri Pandeglang wajib memberikan informasi yang diminta selambat —
lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi
dimohonkan.

7. Pengadilan Negeri Pandeglang dapat meminta perpanjangan waktu bila diperjukan proses
pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atgy memiliki
volume besar sehingga memerlukan wakty untuk menggandakannya.,

8. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Negeri Pandeglang menolak
permohonan informasi yang disjukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi,

9. Pengadilan Negeri Pandeglang akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya
wajar sesuai dengan standar wilayah Pandeglang dan tidak memungut biaya lainnya.

F. Pelayanan Surat Kuasa Khusus
. Dasar Hukum
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor | Tahun 1971 tentang
Surat Kuasa Khusus:
b, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 lentang
Surnt Kuasa Khusus;

2. Masyarakat dapat mengajukan permohonan pendafioran Surat Kuasa melalui meja PTSP
Kepaniteraan Hukum;



3. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang meneliti kelengkapan permohonan
pendafiaran Surat Kuasa dan membubuhi paraf; : " :

4. Stal Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Pandeglang wajib memberi cap dan
mencalat Surat Kuasa yang didaftar ke dalam Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa;

3. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang memberi paraf pada Surat Kussa
yang sudah disiapkan;

6. Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang menandatangani pendafiaran Surat Kuasa;

7. Kasir memungut dan menyetor Pencrimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

8. Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang menyerahkan Surat
Kuass yang telah didaflarkan kepada Pemohon;

9. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang mengarsipkan salinan Surat Kuasa;

G. Pelayanan Surat Kuasa Isidentil

1. Dasar Hukum :

. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 197] tentang
Surat Kuasa Khusus;
b. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tenlang
Surat Kuasa Khusus;

2. Masyarakat dapat mengajukan permohonan ijin  Kuasa Insidentil melalui meja PFTSP
Kepaniternan Hukum:

3. Panilera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang meneliti kelengkapan permohonan
Surat ijin Kuasa Insidentil;

4. Staf Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Pandeglang membuat konsep Surat
Ijin Kuasa Insidentil;

5. Panitera Muda Hukum Pengadilan Neperi Pandeglang memeriksa konsep Surat ljin
Kuasa Insidentil dan memberi paraf pada Surut [jin Kuasa Insidentil;

6. Panilera Pengadilan Negeri Pandeglang menerima dan memberi paraf konsep Surat Ijin
Kuasa Insidentil;

7. Kewma Pengadilan Negeri Pandeglang Menandatangani Surat Ijin Kuasa Insidentil

8. Panitera Muda Hukum Pengadilan Megeri Pandeglang mencatat Surat Ijin Kuasa
Insidentil kedalam Buku Register pemberian ijin kuasa insidentil;

9. Stafl Kepanileraan Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang memungut dan menyetor
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

10. Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum Penpadilan Neger Pandeglang menyerahkan Surat
Kuasa yang telah didaflarkan kepada Pemohon;

11. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang mengarsipkan salinan Surat Kuasa;

1. Dasar Hukum
. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah di Pengadilan:
b. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang
Sural Kuasa Khusus;

2. Masyarakat dapat mengajukan permohonan tidak tersangkut perkara melalui meja PTSP
Kepaniternan Hukum;

3. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang meneliti kelen an ohonan
tidak tersangkut perkara; s SpSLpem

4. Suafl Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Pandeglang membua konsep Surat
Keterangan tidak tersangkut perkara;

5. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang memeriksa konsep  Surw
Keterangan tidak tersangkut perkara dan memberi paral’ pada Surat Keterangan tidak
lersangkut perkara;

6. Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang menerima dan memberi paral’ konsep Surat
Keterangan tidak tersangkut perkara;

7. Knrkm:;*mgudilm Negeri Pandeglang Menandatangani Surat Keterangan tidak tersangkut
pe

8. Staf Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang mencatat Surat Keterangan
tidﬂr:micmnngkul perkara kedalam Buky Register Surat Keterangan tidak tersangkut
pe i

9. Staf Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang memungut dan menyelor
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
10. Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang menyerahkan Surm
Keterangan tidak tersangkut perkara kepada Pemohan 4

H. Pelayanan Surmt Keterangan Tidak Pernah Tersangkut Perkarn



1. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang mengarsipkan Surat Keterangan
tidak tersangkut perkara:

L. Pelayanan Surat Keterangan Elektronik
1. Dasar Hukum :

a. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
di Pengadilan;

b. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan:

Masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonandan kelengkapan data persyaratan baik

yang disjuknn secara elektronik:

3. Petugas PTSP menerima dan meneliti berkns Surst Permohonandan kelengkapan data
persyaratan baik yang dinjukan secara elektronik:

4. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang memverikasi kelengkapan data
persyaralan; :

5. Suf Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Pandeglang mencetak konsep Surat
Keteranpan;

6. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang memeriksa konsep Surat
Keterangan Elekironik;

7. Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang memeriksa konsep Surat Keterangan Elektronik;

8. Ketua Pengadilan Negeri Pandeglong Menandatangani Surat Keterangan Elekironik;

9. Kasir menerima dan menyetor Pencrimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

10. Petugos PTSP Kepaniternan Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang menyerahkon Surat
Keterangan Elektronik kepada Pemohon;

1. Kasir mengarsipkan berkas Permohonan Surat Keterangan Elektronik;

b

1. Pelayanan Surat Permohonan Akta Di Bawah Tangan / Waurmerking

1. Dasar Hukum :

. Buku IT Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan:

b. Sumt Keputusan Direktur  Jenderal Badan  Peradilan Umum Nomor
THDIUW/SK/HM02.03/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019
tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DIU/SK/HMO02.3/2/2018 tenteng Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pinw
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

2. Musyarakat dapat mengajukan Sural permohonan Akia Dibawah Tangan/Woarmerking
melalui mejo PTSP Kepaniteraan Hukum;

3. Petugas PTSP Kepaniternan Hukum Pengadilan Negeri Fandeglang menerima dan
meneliti kelengkapan Akta Dibawah Tangan/Waarmerking sesuai cheklist:

4. Panitern Muda Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang memverikasi kelengkapan Akt
Dibawah Tangan/Waarmerking sesuai cheklist:

5. Staf Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang membuat Catatan Woarmerking
pada Pernyataan Ahli Waris

6. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang meneliti dan membubuhkan paraf
pada Catatan Woarmerking Surat Pemyataan Ahli Waris;

7. Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang meneliti dan membubuhkan paraf pada Catatan
Woarmerking Surat Pemystaan Ahli Waris;

8. Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Menandatangani Catatan Wearmerking Surat
Pemnyataan Ahli Waris dengan dihadiri oleh Pemohon;

9. Staf Kepaniterasn Hukum Pengadilan Negeri Pandeplang mencatat Akta Dibawah
Tangan/Wanrmerking dan memberikan Nomor pendafioran serta tangeal pendafiaran
Akta Dibawah Tangan:

10. Kasir menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

I1. Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang menyerahkan Surat
Pemnyatasan Ahli Waris kepada Pemohon;

I2. Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang mengarsipkan Surat
Pemyataan Ahli Waris:

Il. STANDAR PELAYANAN PERKARA
A, Dasar Hukum
. HIR/Rbg

2. Undang — undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana



Undang — undang nomer 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang — undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang — undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Denpan Hukum,

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di

Pengadilan Secara Elektronik.

8. Peraturan Mohkamah Agung Republik Indonesia Nomor & tohun 2022 tentang
Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjavan Kembalj
di Mahkamah Agung Secara Elektronik.

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,

10. Peraturan Mahkamah Apung Republik Indonesia Nomor 8 tzhun 2022 tentiang Perubahan
Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administresi dan
Persidangan Perkara Pidana di Pengadilen Secara Elektronik.

I1. Surnt Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesajan
Perkara di Pengadilan.

I2. Surat Keputusan Keta Mahkamah Agung Nomor 032KMA/SKAV2006 tentang
Pemberlakuan Buku 11 Pedoman Pelaksanann Tugas dan Administrasi Pengadilan.

13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/SK/X/2009 tentang Jangkn
Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

14. Surat  Keputusan Ketws  Mahkamah Agung  Republik  Indonesin  Nomor
271/KMA/SESXI1/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan
di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjavan Kembali Secara Elektronik.

15. Sumat  Keputusan Ketun  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor
363/KMA/SK/X11/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara
Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

16. Surat  Keputsan Ketua  Mahkamah Agung  Republik Indonesin  Nomor
I63/KMA/SK/X11/2002 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara
Fidana di Pengadilan Secara Elektronik,

17. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Momor IWEMA/OT.01.3/6/2022
pada tanggal 29 Juni 2022 tentang Implementasi Aplikasi ¢ Berpadu,

18. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilon Umum Mahkamah Apgung Republik Indonesia

Nomor 828/DJU/HM02.3/8/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Penerapan Aplikasi ¢

— Berpadu Mahkamah Agung Republik Indonesia.

o SR

B. Perkora Perdatn
I. Pelayanan Permohonan

a. Mnaynrgkm dapat mengajukan permohonan dalam benwk tertulis kepada Ketua
b. Petugas meja 1 Kepaniternan Perdata pada Pengadilan Negeri Pandeglang wajib

perkara yang besamya sudah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah dan dibuatkan
SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).

¢. Khusus untuk permohonan pengangkatan / adopsi anak, pemohon mengajukan surat
permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang deerah hukumnya meliputi
tempal tinggal anak yang hendak diangkat,

d. Pemohon yang tidak bisa membaca dan menuljs dapat mendatangi advokat piket
puda Posbakum Pengadilan Negeri Pandeglang, yang akan membantu pemohan
untuk menyusun surat permohonannyn.

c.  Kepaniteraan perdata menyerahkan berkas perkara penmohonan kepada Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Pandeplang, untuk ditetapkan penunjukan Hakimnya paling lama
3 (tiga) hari setelah permohonan didaftarkan,

minggu sejak sidang pertama (kecunli ditentukan lain oleh undang - undang),
h. Hokim dan Panitern Pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan pemberkasan
perkara paling lama 14 (empat belas) hari setelah penetapan diucapkan,



1. Pengadilan Negeri Pandeglang wajib memberikan penjelasan persoalan apa saja yang
dapat diajukan permohensn, beserta segala persyaratannya. ;
J- Sualu penetopan atas suatu permohonan dapat diajukan upayas hukum kasasi,

2. Pelayanan Gugatan ) ) .

&, Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Neged Pandeglang :IIEIII:}ElI.JI

petugas PTSP Kepaniteraan Perdata dengan menyerahkan sural gugatan minimal

lima rangkap. Untuk gugatan dengan tergugat lebih dari satu, maka surat gugatan
diberikan sesuai dengan jumlah tergugar. _

b. Gugatan dapat disjukan oleh masyarakat melalui aplikasi e — Coun sesuai dengan
ketentuan persidangan dan administrasi elektronik.

¢. Penggugat wajib menyerahkan salinan lunak (soflcopy) surat gugatan dalam bentuk
piranti CD kepada petugas PTSP Kepaniteraan Perdata pada saat mendafiarkan
Bugatannya, kecuali jika digjukan secara elektronik. _

d. Penggugat membayar biaya panjar perkara berdasarkan SKUM yang berisi informasi
mengenai rincian biaya perkara melalui rekening Penpadilan Negeri Pandeglang pada
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pandeglang atau melalui mobile Banking Bank
Rakyat Indonesia (BRI).

e, Penggugat wajib menyerahkan SKUM dan buki pembayaran dari Bank kepada
petugas PTSP PN, Pandeglang, untuk didaftarkan dan menerima tanda lunas beserta
sural gugaian yang sudah dibubuhi cap tanda pendaflaran dari petugas PTSP pada
hari itu juga atau satu hari kerja berikutnya.

. Kepaniternan Perdata menyerahkan berkas perkara gugatan kepada Ketua Pengadilan
Negeri untuk ditetapkan penunjukan majelis hakimnys paling lama 3 (tiga) hari
setelah gugatan didaftarkan.

8- Pengadilon Negeri Pandeglang dapat meminta penambahan biaya perkara dalam hal
panjar yang telsh dibayarkan tidak mencukupi. Penggugat dapat melakukan
pembayaran penambahan panjar biaya perkara melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI}
Cabang Pandeplang.

h. Pengadilan Negeri Pandeplang wajib menetapkan hari sidang selambat — lambainya 3
(tiga) hari kerja sejak perkara diterima oleh majelis hakim,

i. Pengadilan Negeri Pandeplang  wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara
(Bugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktiun, kesimpulan, putusan,dan minutasi)
diselesaikan dalam jangka waktu selambat — lambatnya 5 (lima) bulan sejak perkarn
didaflarkon di Pengadilan Negeri Pandeglang.

j- Pam pihak akan mendapatkan surat pemanggilan sidang dari PN. Pandeglang
selambat — lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama. Penentuan hari sidang
pertama sejak perkara diregister ditentukan berdasarkan jumlah tergugat dan domisili
lergupal.

k. Hakim wajib melakukan mediasi sebelum memeriksa perkarn, Ketentuan tentang
pelayanan mediasi dapat dilihat pada poin IL.B.4 dari ketentuan ini,

I Para pihak dapat mengajukan permohonan mediasi sctiap sanl selama proses
persidangan. Untuk mengajukan permohonan medjasi dapat mengacu pada poin
11.B.4 dari ketentuan inj.

m. Pengadilan Negeri Pandeglang menyediakan salinan putusan majelis hakim untuk
para pihak, paling lama 14 (cmpat belns) hari sejak putusan diucapkan. Bagi para
pihak yang tidak hadir pada sidang pembacann putusan, Pengadilan Negeri
:Fndcg.lmg wiajib memberitahukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan

iucapkan,

n. Hokim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan pemberkasan
perkara paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan.

3.1. Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)

8. Dasar hukumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2002 tentang Gugatan
Perwakilan Kelompok.

b. Masyarakat dapat mengajukan gugatan melaluj mekanisme gugatan perwakilan kelompok

(Class Action). Gugatan perwakilan kelompok ini diajukan dalam hal -

* Jumlah anggota kelompek semakin banyak schingga tidak efektif dan tidak efisien
apabila gugatan dilakukan secara sendii — sendiri atau secara bersama — sama dalam satu
Bugatan.

* Terdapat kesamasn fakta atay peristiwa dan kesamaan dasar hokum yang digunakan,

yang bersifat subtansial, seria terdapat kesamaan jenis tuntutan di antars wikil kelompok
dengan anggata kelompoknya,



*  Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan
anggoin kelompok yang diwakilinya. !

= Dri%nisasi kcfnsynmfnun / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dﬂj:.klll mengajukan
gugatan untuk kepentingan masyarakat, antara lain dalam perkara lingkungan dan
perlindungan konsumen. . ‘

* Organisasi LSM yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam undang — undang, antara lain Undang — undang
nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang — undang
nomor 8 tahun 1999 pasal | angka 10 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah nemaor 59
tahun 2001 tentang Lembaga Peclindungan Konsumen,

¢. Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan yang diatur dalam hukum acara perdata

dan harus memuat :

*  ldentitas lengkap dan jelas dari perwakilan kelompok.

*  Identitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota,

*  Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, anggota kelompok satu per satu,

*  Identitas kelompok yang diperlukan dalam melakukan pemberitahuan,

3.2. Legal Standing
2. Dasar hukumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung nomor | tahun 2002 tentang Gugatan
Perwakilan Kelompok.
b. Organisasi berbadan hukum dapat mengajukan gugatan melaluj mekanisme gugatan legal
standing. Gugatan legal standing diajukan dalam hal -

* Organisasi berbadan hukum yang memiliki perhatian atau kepedulian sebagaimana yang
diatur dalam undang — undang, antara lain tentang lingkungan hidup, kehutanan, dan
perlindungan konsumen,

*  Organisasi berbadan hukum yang mengajukan gugatan legal standing harus memenuhi
persyaralan yang ditentukan dalam undang — undang yang bersangkutan,

¢. Surat gugatan legal standing mengacu kepada persyaratan yang diatur dalam hukum scara
perdata yang berlaku, dan harus memuar identitas lengkap dan jelas dari organisasi badan
hukum, yeng dibuktikan dengan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM.

3.3. Citizen Lawsuit / Actio Popularis
8. Dasar hukumnya RBg dan pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
b. Organisasi berbadan hukum dapat mengajukan gugatan melaly mekanisme gugatan citizen
lawsuit. Gugatan eitizen lawsujt disjukan dalam hal :
* Penggugar adalsh Warga Negara Indonesia (WHI).
* Penggugat tersebut tidak harus dirugikan secarn langsung oleh negara dan tidak harus
membuktikan kerugian materil,
®  Tergugat adalah penyelenggara negara mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan
terus sampai kepada pejobat negara di bidang yang dianggap telah melakukan kelalaian
dalam memenuhi hak Warga negaranya.
€. Sumat gugatan citizen lawsuit mengacu kepada persyaratan yang diatur hukum acara perdata,
dan harus memuat identitas lengkap dan jelas darj para pihak yang dibuktikan denpan surat
keputusan Kementerian Hukum dan HAM.

4. Pelayanan Mediasi
l. Dasar hukumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung nomor | tahun 2016 tentang Mediasi

2. Mediasi dalam persidangan :

8. Pengadilan Negeri Pandeglang memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam
persidanpan dan tidak dipungut biaya,

b. Para pihak dapat memilih medistor berdasarkan dafiar nima medialor yang
disedigkan dan tercantum dalem papan daflar mediotor dan websije Pengadilan
Negeri Pandeplang hnp:.ﬂ"uw.pnpnnd:glung.gu.ii

¢ Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim, tetapi untuk hal yang
demikion biaya mediator menjadi beban para pihak.

d. Jika para pihak gegal memilih mediator, Ketua Majelis Hakim akan sepera menunjuk
hakim PN, Pandeglang yang tercanium dalam daflar hakim mediator, untuk
melekukan mediasi,

e. Pengadilan Negeri Fondeglang menyediakan ruang khusus medjasi yang terletak
dilantai satu gedung PN. Pandeplanp dan tidak dj pungut biaya,

3. Mediasi di luar persidangan :

8. Masyarnkat yang bersengketa  dapat menyelesaikan sengketa mercka melalui

mediator bersertifikat di Juar Pengadilan Negeri Pandeglang.



b. Apabila telah mencapai kesepakatan perdamaian, maka ‘dapat  mengajukan
permohonan penelapan perdamaian kepada Pengadilan Negeri Pandeglang untuk
memperoleh akta perdamaian. _ ] ;

¢. Pengadilan Negeri Pandeglang menerbitkan akta pcrdnmam? setelsh para p:lmli
mendaflarkan permohonan penetapan perdamaian mercka di Pengadilan Negeri
Pandeglang, dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator,

5. Pelayanan Upaya Hukum
I.  Pelayanan Administrasi Banding ; ‘

a. Penggugal dan / atau tergugat dapat mengajukan u paya hukum banding melalui PTSP
Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pandeglang dalam waktu 14 {empat bclfi.s}
hari kalender, terhitung keesokan harinya sejek putusan diucapkan atau sejak
diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.

b. Pemohon banding harus membayar panjar biaya permohonan banding yang ada di
dalam SKUM, melalui rekening BRI Cabang Pandeglang atau mobile Banking BRI.
Mecja satu Kepaniteraan Perdata mencatat dalam buky register dan memberikan akia
pemyataan banding kepada pemohon banding apabila panjar biaya banding telah
dibayar [unas,

¢. Pengadilan Negeri Pandeglang wajib menyampaikan pemberitahuan permohonan
banding kepada pihak terbanding dalam wakty paling lama 7 (tujuh) hari kalender,
tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.

d. Apabila ada memori banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pandeglang
sctelah berkas dikirim, maka Pengadilan Negeri Pandeglang sescgera mungkin
mengirimkan memori banding dan / aty kontra memori banding tersebut dengan
disertai relaas pemberitahuannya.

e. Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) dalam waku 14
(empat belas) hari kerja.

£ Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banten sejok pemyataan banding
diterima tanpa harus menungsy memori banding, terkecuali nda pemberilahuan
delegasi yang belum kembali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan
melampirkan soft copy putusan Pengadilan Neperi Pandeglang yang dimohonkan
banding,

g. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding kepada Ketua
Pengadilan Tinggi Banten melalui Ketun Pengadilan Negeri Pandeglang. Apabiln

Negeri Pandeglang,

i. Jiko permohonan banding tersebut telah dicabut oleh pemohon dan berkas tersebut
telsh dikirim dan belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Banten, maka harus
diberitahukan pada hari jey Juga kepada Pengadilan Tinggi Banten dan terbanding,

J. Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang telah diterima oleh Pengadilan Megeri
Pandeglang wajib diberitahukan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lamn
2 (dua) hari kerja.

2. Pelayanan Administrasi Knsasj

o Pemochon dan termohon dalam perkara permohonan dapat mengajukan kasasi dalam
waktu 14 (empat belas) hari setelah penclapan diberitashukan kepadanya,

b. Penggugat dan / atau lergugat dapat mengajukan upaya hukum kasasi melalui TSP
Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pandeglang dalam waktu 14 (empat belus)
hari kalender, terhitung keesokan horinya sejak  putusan divcapkan atau sejak
diberitahukan pada pihak yang tidak hadir,

¢. Pemohon kasasi harus membayar panjar biaya permohonan kasasi yang diluangkan
dalam SKUM, melalui rekening BRI Cabang Pandeglang atau mobile Banking BRI.
Meja satu Kepanitersan Perdatg kemudian mencatat dalam buku register dan
memberikan aka pemyatansn kasasi kepada pemohon kasasi apabila panjar biaya

¢. Pam pihak diberiknn kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) dalam wakiu 14
(empat belas) hari kerja dan dituangkan dalam akia,



3,

f. Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung sejak pemyataan Kasasi diterima
dalam jungka waktu 65 (cnam puluh lima) hari, dengan melampirkan soft copy
putusan yang dimohonkan kasasi, .

2. Pemohon knsasi dapat melakukan pencabutan permohonan kasasi kepada Kel!m
Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang.  Apabila
pencabutan kasasi diajukan oleh kunsanya, maka harus diketahu; oleh prinsipal.

h. Kepaniteraan Perdata segers menerbitkan akia pencabutan kasasi yang thmuhun}mn
dengan ditandatangani oleh pemohon pencabutan kasasi dan Penitera F:nggdllm]
Negeri Pandeglang, serta segera dikirim oleh Panitera ke Mnh]mnnh Agung dlE!‘.:l‘lﬂ.]
akia pencabutan permohonan kasasi yang ditandatangani olch Panitera Pengadilan
Negeri Pandeplang,

i. Jika permohonan kasasi tersebut telah dicabut oleh pemohon dan berkas tersebut
telah dikirim dan belum diputus oleh Mahkamah Agung, maka harus diberitahukan
pada hari itu juga kepada Mahkamah Agung dan termohon kasasi,

j.  Putusan Mahkamah Agung yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Pandeglang
wajib diberitahukan kepada para pihak dalam Jangka waktu paling lama 2 {dua) hari
kerja, serta foto copy relass pemberitahuan putusan kasasi wajib dikirim ke
Mahkamsh Agung Republik Indonesia,

Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali

u. Para pihak dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali techadap putusan
yung telsh berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan undang — undang.

b. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum peninjauan Kembali ke
PTSP Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pandcglang, dengan membayar biaya
perkara yang sesuai di dalam SKUM melalu; rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Cabang Pandeglang atsu melalui mobile Banking BRI, Pemnyataan peninjauan
kembali dapat diterima bila panjar yang eda di dalam SKUM telah dibayar lunas,

c. Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah
Agung melalui Kewa Pengadilan Negeri Pandeglang dan ditandatangani olch
pemohon peninjavan kembali. Apabila pencabutan permohonan peninjausn kembali
dizjukan oleh kuasanya, maka harus diketahui oleh prinsipal.

peninjouan  kembali yang ditandatangeni oleh  Panitera Pengadilan Negeri
Pandeglang.

¢. Pengadilan Negeri Pandeglang memberitahukan salinan Putusan peninjouan kembali
kepada para pihak dalam wakw 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima aleh
Pengadilan Negeri Pandeglang.

6. Pelayanan Administrasi Eksekusi

o
b.

.

L

Masyarakat yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hubum tetap dapat
mengajukan permohonan cksekusi atas putusan tersebut,

Pemohon eksebusi mengajukan permohonan eksckusi kepada Keta Pengadilan Negeri
Pandeglang melalui PTSP Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pandeplang.
Pengadilan Negeri Pandeglang menctapkan binya cksekusi sebagaimana dimaksud dalam
surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang,

Pemohon eksekusi wajib membayar biaya panjar eksekusi yang telah ditentukan di dalam
SKUM, dimana kemponen biayanya sebagaimana dimaksud dalam sural keputusan

cksekusi.

Pemohon eksckusi wajib membayar panjar terlebil dahulu agar eksekusi dapat
dilaksanakan. Jika biaya tidak mencukupi maka pemohon dapat dimintakan biaya
tambahan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pandeglang, dengan diserig;
tanda bukti pembayaran berikut rincian kompanen biayanya.



h. Setiap perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang
harus dalam bentuk tertulis dan memperhatikan tenggang wakfu yang cukup, sekurang —
kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan eksekusi.

C. Perkara Pidana
l.  Pelayanan Persidangan

Pengadilan Negeri Pandeglang menyediakan ruang tunggu khusus yang terpisah bagi
terdakwa / korban / saksi — saksi jika diperlukan serta jaminan keamanan yang
memuodaj,

Suksi atou korban dapat mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk
mendapatkan pemeriksaan terpisah tanpa kehadiran salah satu pihak apabila yang
bersangkutan merasa tertekan atau terintimidasi secara psikologis, maka Majelis
Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memperhatikan
kondisi psikologis pemchon,

Pengadilan Negeri Pandeglang wajib mm}tlmjl-:nr{‘ perkara pidunu‘ dengan

perkara pada perkara pidana adalah sebagai berikut ;

* Perkama pidana umum harus diputus dan diselesaikan paling lama 5 (lima)
bulan sejak perkara didaftarkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam hal
terdakwa tidak ditzhan,

" Perkara pidana yang terdakwanya ditahan akan diputus dan diselesaikan oleh
Pengadilan Negeri Pandeglang, paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum masa
tahanzan berakhir.

* Jangka waktu penyelesaian perkam pidana khusus  dilakukan sesuai
ketentuan undang — undang,

Pengadilan Negeri Pandeglang wajib mengirimkan petikan putusan pada tinghat
banding kepada terdakwa / kugsa hukumnya paling lama ] (satu) hari kerja
berikutnyn,

Pengadilon Negeri Pandeglang wajib mengirimkan petikan putusan pidana padn
tingkat kasasi kepada terdakwa / kuasa hukumnya paling lama | (satu) hori kerja
berikutnya.

Pengadilan Negeri Pandeglang menyampaikan salinan putusan kepada JPU dan
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 ayat 2 Undang — Undang nomor 8

Pengadilan Negeri Pandeglang dapat memberikan salinan putusan kepada terdakwa /
penasihat hukumnya, atau pihak lain atas dasar adanya permintaan dari pihak terscbut
secam terwlis yang  ditujukan kepada Ketun Pengadilan Negeri Pondeplang.
Pengadilan Negeri Pandeglang wajib menyampaikan petikan putusan pidana kepada
terdakwa dan JPU setelah putusan diucapkan selambat — lambatnya 1 (satu) hari kerja
berikutnya.

2. Pelayanan Sidang Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

.

Dasar hukumnya yaitu Undang — undang nomer 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dan Undang - undang nomor 23 tahun 2002 teniang
Perlindungan Anak.

Pengadilan Negeri Pandeglang wajib menyediokan ruang tunggu dan ruang sidang
khusus untuk persidangan anak.

Hakim yang menyidangkan pidana anak wajib mengupayakan diversi dalam hal
tncaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (juh) tahun, dan bukan
merupakan pengulangan tindak pidana,

Hokim wajib uniuk melindungi hak privasi anak dan menghindarkan anak dari
tekanan psikologis, maka dengan menyelenggarakan sidang di dalam ruangan
tertutup,

Hakim dalam sidang anak tidak mengenakan toga,

Hakim wajib memastikan adanya pendampingan dari orang tua atau wali orang tua
asuh oty penasihat hukum sy Bimbingan Pemasyarakaran (BAPAS) untuk
;I:ndu.mdi!:;g.l dan menjelaskan berbagai hal yang bermanfaat bagi kepentingan anak
i persidangan,

Dalam  hal  diperlukan penahanan  maka keputusan  menshan  harus

mempertimbangkan dengan sungguh — sungguh kepentingan anak atay kepentinpan
masyarakat.



h. Pengadilan Negeri Pandeglang wajib menyediakan tempat penahanan bagi anak yang
terpisah dari tahanan dewasa. :

i Pelaksannan administrasi perkara pidana maupun persidangan pidana  dapat
dilaksannkan secara elektronik melalui aplikasi e - Berpadu.

3. Pelayanan Sidang bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

@ Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 lentang Pengesahan
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita
(Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang PEDOMAN
MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUK UM,

b. Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas
penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, Kesetargan Gender,
persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfastan dan kepastian hukum.

¢. Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh
menunjukkan sikap atau mengeluarkan pemyataan yang merendahkan, menyalahkan
danfatau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum, membenarkan
terjodinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan,
aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli
yang bias Gender, mempertanyakan danfatau mempertimbangkan  mengenai
pengalaman atau latar belakang seksualitas karban sebagai dasar untuk membebaskan
pelaku atou meringankan hukuman pelaku dan  mengeluarkan pemyataan oiay
pandangan yang mengandung Stercotip Gender.

d. Selama jalannya pemeriksoan persidangan, hakim agar mencegah danfatau menegur
para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap
2iau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi danfatay

menggunakan pengalamon atau latar belakang scksualitas Perempuan Berhadapan
dengan H :

menghadirkan Pendamping.
g Dalam keadaan tertentu, Hakim dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan

dengan  Hukum untuk  didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan
komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan sctempat atau di tempat lain,

4. Pelaysnan Pengajuan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan

o. Terdakwa / kelvarpanya atau melalui penasihat hukumnya dopat mengajukan
permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan secara lisan dj depan Majelis
Hakim, atau secara tertulis dengan sumt permohonan ditujukan kepada Majelis
Hakim. Surat permohonan tersebut harus menyebutkan glasan diajukannya
penangguhan penahanan,

b. Terdakwa / keluarganya / penasihat hukumnya dopat memberikan Jjaminan
penangguhun atau pengalihan penahanan berupa jaminan wang dan atau jaminan
orang.

€. Terdakwa / keluarganya / penasihat hukumnya harus menycbutkan besamya jaminan
uang dalam penetapan penangguhan atau pengalihan penzhanan. Pengadilan Negeri
Pandeglang wajib menyimpan uang tersebut dj Kepaniteraan Pidana pada rekening
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pandeglang dan buki sclomya diberikan pada
terdakiwa atou keluarga atau penasihat hukumnya,

d. T:rflnkwn ! kﬂlﬂ-ﬂrg,[l.n}’fl ! penasihat hukumnya wajib membuat pemyataan kepado



5. Permohonan Pemberian Izin Persetujuan Penyitaan, Penggeledahan dan Penahanan .

a. Permohonan disjukan melalui aplikasi e — Berpadu Mahkamah Agung Republik
Indonesia,

b. Permohonan dilengkapi dengan persyaratan berupa Berita Acara (BA), surat
permohonan, resume dari penyidik, dan surat perintah. ‘ .

c. Permohonan penshanan melalui aplikasi e — Berpadu disjukan paling lambat 5 {lima)
hari scbelum habis masa penahanan, _ _

d. Apabila ada hal kekurangan dalam persyarstan pada splikasi ¢ — Derpadu, bisa
dikoordinasikan melalui PTSP Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Pandeglang,

6. Pelayanan Sidang Tindak Pidana Ringan / Tilang _

8. Persidangan untuk perkarn tindak pidana ringan / lalu lintas diselenggarakan setiap
hari Jumat. Dalam kondisi tertentu Pengodilan Negeri Pandeglang  dapat
menyelenggarakan sidang tindak pidana ringan / lalu lintas lebih dari satu kali dalam
s6lu minggu,

b. Pelangpar dapat mendatangi Pengadilan Negeri Pandeglung pada waktu yang
ditentukan, untuk melihat dafiar biaya denda yang ada di papan pengumuman
Pengadilan Negeri Pandeglang.

¢. Apabila pelangger berhalangan hadir dalam sidang maka yang bersangkutan dapat
menunjuk wakil / kuasanya dengan membawa buki; pembayaran denda yang telah
dibayarkan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Fmdcg!m%

" dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesa;
dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukii, saksi, shli dan jury bahasa ke
sidang Pengadilan Negeri Pandeplang.

formil, maka Pengadilan Negeri Pandeglang wajib mengembalikan kepada penyidik
untuk dilengkapi dan dilimpahkan puda hari sidang berikutnya.

7. Pelayanan Pengajuan Upaya Hukum
7.1. Pelayanan Administrasi Perkara Pidana Banding

8. Terdakwa / penasihat hukumnya dapal mengajukan permohonan banding dalam
waktu 7 (tujub) hari setelah putusan dijatuhkan, atau  setelah putusan
diberitahukan kepada terdakwa yang tidek hadir dalam Pengucepan putusan,
Dalam hal jangka waktu terscbu terlampaui moaka permohonan banding tersebut
dinyatakan tidak diterima olch Pengadilan Negeri Pandeglang denpan membuag
surat keterangan,

b. Dalam hal terdakwa berada dalam tahanan dapat mengajukan banding melalui

ditetapkan, Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang harus membunt akia
pemyataan banding yang ditendatangeni olch Panitera dan pemohon banding,
serta diberitahukan kepada termohan banding, :

d. Selisp penerimaan permohonan banding yang disjukan dalam hal terdakwa
berada dalam tshanan, Ketua Pengadilan Megeri Pandeglang harus melaparkan
kepada Pengadilan Ti 22i Banten tentang permohonan tersebut paling lambat 2
(dua) hari.

e. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, pemohon dan
termohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara
selama 7 (tujuh) hari,

f. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Banten,
permohonan banding dapat dicabu sewaktu — wakt, dan dalam hal sudah
dicabut, pemohon tidak boleh mengajukan permohonan banding lagi, kecuali
masih dalam tenggang waki masa Pengajuan banding,
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b. Permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, oleh Panitera dibuat
sural keterangan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat
formal, yang selanjutnya diteliti kebenarannya, kemudion Ketun Pengadilan
Negeri Pandeglang menerbitkan Peneiapan yang menyatakan bahwa permohionan
kosasi tersebut tidak dapat diterima, dan berkas perkaranya tidak dikirim ke
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¢. Dalam tenggang wakw 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi
dilakukan, pemohon kasasi harus menyerahkan memori kasesi dan tambahan
memori kasasi (jika ada), dan dibuatkan akia tanda terima memori / tambaham

¢. Panitera Pengadilan Megeri Pandeglang memberitahukan tembusan termohon
kasasi kepada pihak termohon dan untuk itu Juru Sita membuat tanda terimanya,

f. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi. Dalam hal termohan
kasasi mengajukan Kontra memori kasasi, Kepaniteraan Pidana memberikan surag
tanda terimanya.

g Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi
dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal pencabutan dilakukan ojeh penasehat
hukum terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahyly dari terdakwa. Atas
pencabutan itu, Panitera PN. Pandeglang membuat akia pencabutan kasasi yang
ditendatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketshui oleh Ketua
Pengadilan Negeri Pandeglang, Kemudian okig tersebut  dikirimkan ke
Mahkamah Agung Republik Indonesia,

¢. Dalam tenggang wakm 2 (dua) hari kerja setelah permohanan penin:iauun
L:cmhn,l_i, Ketua PN, Pandeglang wajib ‘menunjuk Majelis Hakim yang tidak

d. Dalam lengpang waktu 14 (empat belas) hari kefa Majelis Hakim PN
Pandeglang memeriksa apakah permohonan peninjauan kembalj telah memenuhi
persyaratan. Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahjj warisnys dapat
didampingi oleh penaschar hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam
kapasitasnya sebagai JpU dapat menyampaikan pendapainya.

¢ Pemeriksaan dilakukan Secara cepat dan selambay — lambainya 7 (tujuh) hari
kerja Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya,

d. Dalam hal suamy perkorn sudah dilimpahkan ke PN. Pandeglang, sedangkan
peneriksaan mengenaj permintaan kepada pPraperadilan belum selesni, maka
permintaan terschut gugur.

. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menulup kemungkinan uniuk

mengadakan  pemeriksaan Ppraperadilan lagi pada tingkar pemeriksaan gleh
penuntut umum, jika untuk iy digjukan permintaan bary,

7.5. Pelayanan Administrasi Grasi
8. Terpidana / penasihar hukumnya dapat mengajukon permohonan grasi terhadap

pulusan pengadilan yang ftelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
Presiden secam tertulis,



b.

Dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati, permohonan grasi dapat
diajukan tanpa persetujuan terpidana.

Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan prasi adalah Pidana mati, Pidania
seumnur hidup dan Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun.

Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang wakiu,

Permohonan grasi disjukan kepada Presiden melaluj Ketua Pengadilan Megeri
Pandeglang yang memutus perkara pada tingkat pertama dan / atau terakhir,
untuk diteruskan kepada Mahkamah Apung Republik Indonesia.

Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang wajib membuat akta penerimaan salinan
permohonan grasi, selanjutnya berkas perkarn berserta permohonan grasi dikirim
ke Mahkamah Agung. Apabila permohonan grasi tidak memenuhi persyaratan,
Panitera PN. Pandeglang membuat akia penolakan permohonan grasi,




